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Pengantar

Berdasarkan UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, muncullah PerMenPANRB No.
25 Tahun 2016 tentang Jabatan Pelaksana. Keseluruhan aturan tersebut mengarah
pada satu simpulan setiap instansi harus memiliki Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Kerja.

Penerapan peraturan yang mengatur tentang Analisis Jabatan (AnJab) dan
Analisis Beban Kerja (ABK) beserta turunannya di lingkungan instansi pemerintahan
Indonesia menerapkan beberapa versi format pelaporan dengan kompleksitas yang
tinggi, yaitu:

1. Analisis Jabatan (AnJab) terdapat 3 (tiga) peraturan, yaitu: 1) Perka BKN
No. 12 Tahun 2011, 2), PermenPANRB No. 1 Tahun 2020, dan 3)
Permendagri No. 35 Tahun 2012;

2. Analisis Beban Kerja (ABK) terdapat 4 (empat) peraturan, yaitu: 1)
PermenPANRB No. 1 Tahun 2020 PermenPANRB No. 1 Tahun 2020, 2)
PerKa BKN No. 19 Tahun 2011, 3) PerMenPANRB No. 26 Tahun 2011,
dan 4) PerMendagri No. 26 Tahun 2011,

3. Evaluasi Jabatan (EvJab) terdapat 2 (dua) peraturan, yaitu: 1) PerKa BKN
No. 21 Tahun 2011, dan 2) PerMenPANRB No. 34 Tahun 2011;

4. Harga Jabatan, yaitu: PerMenPANRB No. 63 Tahun 2011;

5. Standar Kompetensi Jabatan terdapat 2 (dua) peraturan, yaitu : 1) Perka
BKN No. 13 Tahun 2013, dan 2) PerMenPANRB No. 38 Tahun 2017.

Dengan kompleksnya peraturan beserta turunannya tersebut di atas, kami SDD
Consultant bekerjasama dengan Pusat Studi Administrasi dan Kebijakan Publik
Kelompok Keahlian: Reformasi Birokrasi dan Local Governance - FISIP Universitas
Padjadjaran: telah berhasil menyederhanakan peraturan tersebut beserta
pemetaannya (mapping) terhadap business process yang sesuai dengan karakteristik
masing-masing instansi pemerintahan melalui aplikasi berbasis web yang bernama E-
Aparatur dengan Nomor Registrasi HAKI EC00201703852.

Aplikasi ini telah digunakan di beberapa instansi pemerintahan sejak tahun
2017 hingga 2022, diantaranya: Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian,
Pemerintah Provinsi Papua, Pemda Kab. Bekasi, Pemda Kab. Kalimantan Utara,
Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kab. Jayapura, Pemerintah Kota Sukabumi,
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Aplikasi ini berguna sebagai salah satu
tahapan penunjang penilaian Indeks Capaian Reformasi Birokrasi / Tingkat Capaian

- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi (TCPRBI).

Demikian pengantar proposal kerjasama yang dapat kami sampaikan, semoga
kerjasama ini dapat terwujud sesuai dengan semangat reformasi birokras tansi
Pemerintahan di Iggdonesia. Atas perhatian Bapak/lbu sekalian kami uca N3
kasih. ‘. ‘ Y Y

|
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1. Latar Belakang

Dalam upaya mendukung terwujudnya tata
pemerintahan  yang baik, @ Kementerian
Pendayagunaan  Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi telah mengkoordinasikan
penyusunan dan pelaksanaan  Program
Reformasi  Birokrasi.  Program  tersebut
bertujuan untuk meningkatkan daya guna, hasil
guna, transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan
tersebut akan dicapai antara lain melalui
berbagai kegiatan, salah satu diantaranya
adalah penataan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil
Negara Nomor 5 Tahun 2014 pasal 56
menyatakan  bahwa dalam  melakukan
Manajemen Aparatur Sipil Negara, setiap
Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan
jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan
analisis jabatan dan analisis beban kerja yang
dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun yang
diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas
kebutuhan. Selain itu, di dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahiun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Si“ a\sal 6

tupoksi
menyatakan bahwa Analisis Ja dan

Analisis Beban Kerja di
Pemerintah yang mengé
yang ditetapkan oleh

P ,rtn,- llenteri.
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Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara dari
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom, yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas,
efisiensi, eksternalitas dan kepentingan strategis nasional. Oleh karena itu,
Pemerintah Daerah harus melaksanakan analisis jabatan, analisis beban kerja,
evaluasi jabatan, dan standar kompetensi jabatan sehingga Pemerintah Daerah
memiliki ASN yang memenuhi kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

jabatannya dalam melaksanakan urusan pemerintahan tersebut.

2. Permasalahan

Permasalahan yang sering muncul di tiap unit kerja Intansi Pemerintah pengolah
dan pelaksana Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, maupun
Standar Kompetensi Jabatan, adalah sebagai berikut:

1. Adanya tumpang tindih peraturan dalam melaksanakan proses analisis
jabatan dan analisis beban kerja. Saat ini, pedoman pelaksanaan analisis
jabatan dan analisis beban kerja pada Pemerintah Daerah berasal dari
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri;

2. Data terkait analisis jabatan dan beban kerja yang masih dibuat dalam konsep
excel dengan proses offline yang memakan waktu yang panjang;

3. Tidak adanya sistem, aplikasi, server yang mendukung akses Pemerintah
Daerah dalam mengakses kebutuhan data kapanpun dan dimanapun
menggunakan peralatan elektronik yang terkoneksi dengan internet.

4. Banyaknya aplikasi dari Pusat yang parsial tidak terintegrasi dalam satu
wadah, sehingga musti pindah-pindah aplikasi, serta output nya tidak dapat

atau di mengakomodir kemudahan untuk dijadikan data ment

untuk pen(é’lahan lanjut ke sistem online tunjangan kinerj
ing-masing instansi pemerintah daerah.
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dan analisis beban kerja yang ada dengan merumuskan sebuah aplikasi yang

bernama E-Aparatur.

- Admin ~ A Halaman Utama

Entri Analisis Jabatan

Nama Unit *

Jenis Jabatan

Eselon

Jabatan Pelaksana =

Kode Jabatan *

Nama Jabatan *

A Biodata Pegawai

Jumlah Pegawai yang

ada

Perkiraan Komposisi
Pegawai

Perkiraan Persediaan
Pegawai

Bakat Kerja

Tempramen Kerja

Minat Kerja

Upaya Fisik

E-Aparatur

Sekretariat Daerah &k Kemenpan 2
Struktural ok Kemenpan 4

v

Eselon IVA/ Jabatan Pengawas & permendagri 1

v

& Permendagri 3

Pelaksana

& permendagri 4

. . .
0001 Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur = Permendagri 5

v

ok BKN 2
01.001.001.A.01.01.04.03.0001 M BKN 3

KEPALA SUB BAGIAN KOMPETENSI DAN EVALUASI JABATAN

& Data Ma # Entri Analisis Jabatan ' Eniri Analisis Beban Kerja ¥ Laporan Hasil Anjab dan ABK ~ ¥ Peraiuran | Toggle Edit

W Analisis Jabatan Tahun 2020

W Analisis Beban Kerja » ¥ Grandform
& pPeta Jabatan & Kemenpan 1
& Kemenpan 3

& Kemenpan 5

& Permendagri 2

& BKN 1

o BKN 4

& BKN 5

& Rekapitulasi Unit
ik Rekapitulasi Pemda

all Analisis == Beban Kerja

Pensiun Promosi

2020 2019 2020 2019

Bakat verbal Inteligensia Kecekatan Jari Kecekatan tangan Ketelitian Koordinasi Mata, Tangan, dan Kaki

Koordinasi Motor Membedakan Wama Numerik Pandang Ruang Penerapan Bentuk

Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain lebih dar hanya penerimaan dan pembuatan intruksi

Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang sama, ses
Kemampuan menyesuaikan dirl dengan kegiatan pengambilan peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan peraturan berdasa
Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang mengandung penafsiran perasaan, gagasan atau fakta dari sudut pandang pribad

Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki pencapaian dengan tepat menurut perangkat batas, toleransi atau sta

Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk kegiatan i L atau mer

Kemampuan menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan berdasarkan kriteria ransanga

Kemampuan menyesuaikan diri untuk bekerja dengan ketegangan jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, kritis, tidak biasa atau

Kemampuan menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai tugas, sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang lainnya yang b

Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan mempengaruhi orang lain dalam pendapat. sikap atau pertimbangan mengen

Pilihan melakukan kegiatan - kegiatan rutin , konkrit dan teratur.

Pilihan melakukan kegiatan - kegiatan yang berhubungan dengan benda - benda dan obyek - obyek.
Pilihan melakukan kegiatan - kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data

Pilihan melakukan kegiatan - kegiatan yang berhubungan dengan mesin dan teknik.

Pilihan melakukan kegiatan - kegiatan yang bersifat abstrak dan kreatif.

Pilihan melakukan kegiatan - kegiatan yang bersifat iimiah dan teknik.

Filihan melakukan kegiatan - kegiatan yang dianggap baik bagi orang lain.

Pilihan melakukan kegiatan - kegiatan yang menghasilkan kepuasan nyata dan dengan proses.
Pilinan melakukan kegiatan - kegiatan yang menghasilkan penghargaan dari pinak orang lain.

Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan orang dalam niaga.

Bekerja dengan jari | | = Berbicara | | = Berdir | | = Berjalan || *Duduk | | *Luas || » Melinat | | * Melinat berbagai wama | | * Memegang
Mendengar Mengangkat Menjangkau Menyimpan imbangan / mengatur imbangan Pengamatan secara mendalam

Penyesuaian lensa mata

asi - Pemerintah Provinsi Papua
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E-Aparatur dikembangkan pada Tahun 2017 dengan menjawab kebutuhan
penataan kepegawaian di Pemerintah Daerah dalam melaksanakan analisis jabatan,
analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar kompetensi kerja pada Pemerintah
Daerah. E-Aparatur merupakan aplikasi yang bersifat offline dan online yang terinstall
pada server atau cloud yang mendukung proses pengisian analisis jabatan, analisis
beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar kompetensi kerja dalam satu tempat dan
satu waktu serta printing report sesuai dengan kebutuhan peraturan analisis jabatan
dan beban kerja yang dibutuhkan seperti yang terlihat pada Gambar 1.2, Untuk
melakukan proses pengisian jabatan user hanya perlu melakukan klik dan input data
pada menu entri analisis jabatan dan proses pengisian analisis beban kerja dengan
melakukan klik pada menu entri analisis beban kerja. Sebagai contoh gambaran untuk

mencoba simulasi dapat meng-akses halaman situs https://e-aparatur.papua.go.id

L} Admin ~ A Halaman Utama G Data Master ~ # Entri Analisis Jabatan # Entri Analisis Beban Kerja ¥ Laporan Hasil Anjab dan ABK ~ W Peraturan # Toggle Edit

Eniri Analisis Beban Kerja

Ubah Analisis Beban Kerja

T T Menyusun rencana kerja, program kerja, dan angg: xretaria ian penyusunan rencana kerja, program kerja, dan

anggaran berdasarkan kebijakan operasional sebag

R a) menelaah program kerja
Peralatan

Satuan Hasil

Waktu Penyelesaian
Rata-Rata (menit)

Norma Waktu

Beban Kerja

Jumiah Volume Kerja

Jumiah Beban Kerja
Jabatan (Jumiah
Volume Kerja x Norma
Waktu)

Waktu Kerja Efektif
(menit)

Pegawai Yang
Dibutuhkan

Keterangan

Simpan Perubahan Simpan dan Kembali Batal

Show Front Page

{PAPUA
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Kemudian hasil dari proses input analisis jabatan dan beban kerja dapat diunduh
dan dicetak dalam format *.pdf yang bisa disesuaikan dengan peraturan yang

diperlukan seperti pada Gambar 1.3 dan Gambar 1.4 di bawah ini.

Nz

i

iy g™
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

INFORMASI JABATAN

Jabatan Serukiural

l. Nama Jabaian
SEKRETARIS DAERAH
Kaode Jabatan
(A} WA e el
Umit Kerja

o (11001 AL Seloretsnat Deerah
4. lkbtlsar Jabwiam

!.I-

:Jr

5. Uralam Tugas

Uraksn Tegas Uraksn Jahatan Hashl kerja Hasll kerju Prestash kerja

Jambah | Wakis |Jumlal |Wakiu

Mesyvesun  rencana | 8) mendash program || Berkns i 180 i 150
ketja, pregram kemja, | kerja
dam anggaran
Sekretanias dan
pergoondingsian
pEmESENAN  [ENCH
kerja, program kegja,
idam angguoran
berdasarkm bebijakan
operasional  sebagni
pedoman pelaksansan
lugns

Mesvesun  encana | b) menghoordinesiian | Kegiman t (1] i 120

ketja, program kemja, | peramusan dan

("‘ . dam anggaran | penyusunas kebijakan

g v Sekretariz dan |veknis yang melipmi

. 4 pempoordisasian EPIFD, RPN,

< peovesenan  rencena | RKPD, Renswn dan

keja, program kema, | Benja, sema pemcona

idam anggoran | kena lainnyn  sewai

berdasarkm bebijakan | dengen  kelstemsoan

operasional  sehagni | peramren perundasg-
pedoman pelaksansn | undangan

tugas

Mesyvesun  mencana | o) menghoordinasikan
ketja, program kemja, | Penyusenan REA

il anggaran
Sekretanias dan
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PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
ANALISIS BEBAN KERJA

Unit Kerja : 0LO0L001.A. Sekretariat Daerah
Jabatan : SEKRETARIS DAERAH

Na Uralam Peralatan Sarusm Wakis Marma Wakts [Behan Jwmish Jwmish Jmmish Pegawal  [Perhitangas | Jumlsh +- | Ed [} et
Tugas Hasil Penyelesais Wk Kerjs Kerja Valume Beban Beban Wang Jumlah Pegawad
n Rats-Kain [Efekif Kerja Kerja Kerja Mbhwiwhbkan | Kebwimhan | yang sdas

| mwemii ) {mendi) Jabaisn Jahatsn Pegawal
idam}

1 2 3 4 5 6 7 B W 10 11 12 13 14 L5 16 17 18

L. |Menyusun Berkas 180 150 o] 1 1 1%0 132 [0.013 12 30 deE | 0 E : Kurang
rencana
kerja,
program
kerja.  dan
anggaran
Sckrewrim

dan pengoor
dimasian
penyusunan
rencana
kerja,
program
kerja.  dan
anggaran
berdasarkan
kehijakan
operasional
sehagai
pedoman
peleisanasn
bagas

2 |Menyusun Kegisuan 180 180 TH00 & & 1080 .02
rencana
kerja,

1/12

Gambar Gambar 1.4 Report Analisis Beban Kerja

Untuk mempermudah proses pengawasan dalam proses pengisian aplikasi E-

Aparatur pada Gambar 1.5 menawarkan konsep 1 username untuk 1 SKPD dan

perubahan data master yang dikendalikan oleh 1 admin, hal ini dilakukan agar proses

&-‘ _ pengisian bisa obyektif tanpa ada gangguan terkait pengisian hingga cetak laporan

»
! Khir. A .
SR akhir A \' ’

¥
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,g Admin ~  f¥HalamanUtama (% DataMaster v  # Entri Analisis Jabatan = # Entri Analisis Beban Kerja & Laporan Hasil Anjab dan ABK ~ W Peraturan

Data Master

Analisis Jabatan

| Nt |
1 1
‘/ N

Daftar Pelaksana

i

Unit Organisasi

2{a

Daftar Eselon

e

f

Jenis Jabatan

&

Daftar Golongan

<

L4

Perangkat/Alat Kerja

Daftar Urusan

Tambah, Ubah, dan Hapus Urusan

Bahan Kerja

Obyek/Sasaran Pekerjaan

Upaya Fisik

Tempramen Kerja

v

Bakat Kerja

R

Minat Kerja

L

Hub. Jabatan dengan Data

Hub. Jabatan dengan Orang

Hub. Jabatan dengan Benda

[

Model Jabatan

Struktur Jabatan

E-Aparatur
Anjab, ABK

Biro Organisasi - Pemerintah Provinsi Papua

copyright@2020
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Simpan PNG|

PEMERINTAH FROVINSI PAPUA
INFORMASI PETA JABATAN

| ] |
KEPALA BIRO HUKUM 'KEPALA BIRO TATA KEPALA BIRO UMUM DAN 'KEPALA BIRO ORGANISASI
PEMERINTAHAN DAN OTONOMI PROTOKOL
HAMA KABIRO-NYA LINDA 5. ONIBALA, 5.505., MM.
MAMA KABIRO-NYA
Gal. I¥/c (Pembina Ltama Mudsa) - NAMA Gol. Iv/b (Pembins Tingk=t I) - Ess=lon
Ezselon Eselon 118  Jab Gol. 1v/b (Pembine Tingkat [} - Esselon Eselon IIB { Jbatan Pimginan Tinggi
“Tingg Pratama Gol. IVc (Pembina Utama Muda) - Eselon ITIA | Jabatan Administrator Pratama
Esselon Esskon [1B | Jabstan Pmpinen
NIP. i WIP. NIP. 15720511 155112 2 001
NIP.

KEPALA SUB BAGLAM KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN ANALISIS
KELEMBAGAAN PERANGKAT TATALAKSANA PEMERINTAHAN BEBAN KERJA
DAERAH PROVINSI
| | SARCEASMURUF, 5.505., MM. JEAN P. 5. MONIM, 5. 505
| JANUARIUS JITMAU, 5.IP. M.AP
Gol. IV/z (Pembina) - Esselon Eselon IVB Gol, 11/d (Penatz Tingkzt I - Exselon
Gol. 1L/ (Penats) - Esselon Eselon IVA | J Jabatan Pengawas Eselon IVA [ Jabatan Pengawas
Jabatzn Pengawas
NIP. 19630926 199201 2 001 NIP. 19550425 138603 1 006
NIP. 19760124 201104 1 001
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA KEPALA SUB BAGIAN
BIRD TATALAKSANA PELAYANAN PUBLIK
L] ROSNY M. NURHAYUN, SH. [ ] MARTEHN JITMAL, SE
Gol. T1I/d (Penata Tingkat 1) - Essslon Gol. Tv/z (Pembina) - Esselon Eselon VB
Eszlon VA ( Jzbatzn Pengawss 1 Jzbatan Pengawas
WIP, 15710922 20012 2 002 KIP, 15700311 200112 1 003
KEPALA SUB BAGIAN

PENINGKATAN KINERJA
ORGANISASL

ESTER BURAKD, SE., MM.
Gol. 11L/c (Penats) - Essslon Esslon IVA |
Jabatan Pengavizs

NIP. 19800102 201104 2 001

Peta kbatan

Gambar
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4. Tujuan dan Sasaran
Tujuan

1. Untuk membantu dan memudahkan
instansi Pemerintah Daerah dalam
pelaksanaan analisis jabatan, analisis
beban kerja, evaluasi jabatan, dan
standar kompetensi jabatan dengan
format-format data serta langkah yang
ada.

. Untuk membantu instansi Pemerintah
Daerah dalam melakukan penataan
kepegawaian yang sekaligus
memberikan  umpan  balik  bagi
penyempurnaan organisasi dan tata
laksana di lingkup pemerintahan

daerah.

Sasaran

Aplikasi ini digunakan seluruh instansi
Pemerintah  Daerah  dalam  proses
pengisisan analisis jabatan, analisis beban
kerja, evaluasi jabatan, dan standar

kompetensi jabatan.

Rujukan Peraturan

Rujukan Peraturan Per
1. Undang — Undang
Tentang Aparatur
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4. Peraturan Pemerintah (PP) No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (PNS)

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Permenpan-RB) No 25 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing.

Rujukan Peraturan Analisis Jabatan:
1. Permenan RB No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja
2. Perka BKN No 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis
Jabatan
3. Permendagri No 35 Tahun 2012 Tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerabh.

Rujukan Peraturan Analisis Beban Kerja :

1. Perka BKN No 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penyusunan
Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil

2. Permendagri No 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah

3. Permenpan-RB No 26 Tahun 2011 Tentang Pedoman Perhitungan Jumlah
Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah

Rujukan Peraturan Evaluasi Jabatan :

1. Perka BKN No 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi
Jabatan PNS )

- 2. Permenpan-RB No 34 Tahun 2011 Tentang Evaluasi Jabatan

" .
Rujukan PerathStandar Kompetensi Jabatan :
erka BKN No 8 Tahun 2013 Tentang Pedoma

etensi Teknis Pe i Negeri Sipll
pan-RB No 38 un | L7 -

Sipil Negara
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Peraturan di tingkat Pemerintah Daerah:
1. Peraturan Gubernur (Pergub)
2. Peraturan Walikota (Perwal)

3. Peraturan Bupati (Perbup)

6. Organisasi Pengguna E-Aparatur

Organisasi Pengguna dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja (E-Aparatur) ini adalah Instansi Pusat dan Instansi
Daerah; Biro Organisasi dan Badan Kepegawaian Daerah di Seluruh Indonesia.

7. Indikator Keluaran, Output, Sasaran
1. Indikator
(1) Tersusunnya pedoman Analisis Jabatan Analisis Beban Kerja, Evaluasi
Jabatan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia;
(2) Terwujudnya akurasi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja aparatur;
(3) Adanya Sistem Informasi Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan

Evaluasi Jabatan yang terkomputerisasi secara online.

2. Keluaran
a. Memperluas akses data dan informasi kinerja aparatur yang akuntabel;
b. Tersedianya informasi kinerja aparatur daerah yang akurat, cepat dan
tepat;
c. Tersedianya Sistem Informasi Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan

Evaluasi Jabatan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
<

‘ 3. S?saran
1. Ters ya pedoman Analisis Jabatan, Analisis
: val:glqbatan berdasarkan peraturan yg berlak
eningkatnya akur

n transparansi kinerja aj
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8. Fitur Aplikasi

Entry Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja;
Laporan Hasil Analisis Jabatan, Analisis
Beban Kerja;

Evaluasi Jabatan;

Standar Kompetensi Jabatan;

Daftar Peraturan Analisis Jabatan dan

Analisis Beban Kerja;

Mencakup 3 peraturan, yaitu dari:

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri;

b. Peraturan Menteri Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi

c. Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Nasional.

&8 - Anararur pavus 88

WEB SATU PINTU
UNTUK
ANALISIS JABATAN

3 versi format pelaporan,
erMenPankB, PerkaBKN

fzﬂa adlk ﬁim.l

UU ASN No. § Tahun 2014, pasal

jabatan Persediaan
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9. Ukuran Capaian

pelaksanaan kegiatan

|

Ukuran Penjelasan Indikator Capaian

1. Tercapainya penyusunan form
Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Kerja baik Jabatan Struktural dan
Fungsional.

2. Terdidik dan terlatihnya birokrasi di
Instansi Pusat atau Instansi

LU LS Pemerintah Daerah dalam
memuat keluaran
Measurable . § .
kegiatan secara penyusunan form Analisis Jabatan
kualitatif dan kuantitatif . :
dari berbagai peraturan.

3. Tersistematikanya Peta Jabatan
dan Organisasi Instansi.

4. Terekapitulasinya Unit dan Instansi
untuk jumlah keseluruhan Formasi
dan Beban Kerja.

Tingkat ketercapaian

pelaksanaan: memuat | Normal, dengan asumsi pelaksanaan

. kondisi pelaksana dan | kegiatan dilakukan sesuai prosedur

Achievable | ..

lingkungannya saat

melaksanakan

kegiatan

Sumber daya / input:
Sumber memuat hal yang SDM Team Konsultan,
Daya dibutuhkan dalam Engineer dan Pemda

Alat dan Bahan .
dan jaringan

Perangkat computer

Perda dan

Per u.b/Pe
Data dan }5/?
informasi d

bub

\‘k
\ i
\

.
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BIMBINGANJFEKNIS
EVALUASIJABATANS

Pelatihan dan Materi yang kami sediakan dalam Sistem Informasi Analisis Jabatan,
Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan ini terdiri dari 2 yaitu:

1. Pelatihan dan Materi Admin

2. Pelatihan dan Materi Operator

10. Materi Pelatihan

Pelatihan Materi Min Peserta JUEH
Peserta
Admin Teori Organisasi dan Sumber Daya 5 10
Manusia (SDM) -
1 o
Peraturan — Peraturan 5
‘Kesisteman E-Aparatur }\‘}'
g [ Proses Bisnis E-Aparatur -
J \ Je
rator Teori Organisasi dan Sumber Daya
: Manusia (SDM)
| Peraturan — Peraturan

| Kesisteman E-Aparatur

Ly

B 4
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11. Pelatihan
Waktu
No Materi Admin | Operator . | Penu Praktek Jml
Vet gasan | Lapangan
Materi Aplikasi
1 Ekspose Aplikasi E-
Aparatur
a | Pengenalan Aplikasi 1 1 2 0 0 2
b | Pemaparan Konten 1 1 0 0 12 12
Simulasi  Aplikasi Menu
2 | Entri Data Analisis jabatan 1 1 0 0 10 10
(satu unit)
3 | Teknis Aplikasi
a | Pengenalan Database 1 0 0 0 6 6
Pengenalan Data Master
s dan?Entri Data Master . 2 ! D £ £
¢ | Memperbaiki Database 1 0 0 0 2 2
d Admin mampu menyajikan 1 0 0 0 10 10
Data Master
48 SKS
Waktu
No Materi Ad | Opera- Teori | PENU Praktek Jml
min tor gasan | Lapangan
I Paket Materi Dasar
1 Manajgmen Sumber Daya 1 1 12 1 0 13
Manusia
5 Teori_ Organisasi dan 1 1 12 1 0 13
Manajemen
26 SKS
Il Paket Materi Inti
1 | Konsep Analisis Jabatan 1 1 2 O L 0 2
| Analisis Jabatan versi BKN No
2|12 Tahun 2011 y B g 3 i
b Analisis Jabatan versi 1 1 3
Y Permenpanrb No 1 Tahun 2020
V{ Analisis ~ Jabatan versi
',.\ b [ 35 Tahun
2 isis Beban Kerja
an Kerja versi
1 Tahun 2020
Kerja versi
12 Tahun
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Waktu
No Materi Ad | Opera- Teori | PENU Praktek Jml
min tor gasan | Lapangan
Analisis Beban Kerja versi
c | Permenpanrb No 26 Tahun| 1 1 5 0 1 6
2011
Analisis Beban Kerja versi
2 Perka BKN No 19 Tah{m 2011 5 : - g 4 =
3 Penyusunan Laporan Analisis 1 1 5 0 0 5
Jabatan
a | Format Mendagri 1 1 0 0 4 4
b | Format BKN 1 1 0 0 4 4
¢ | Format Menpan 1 1 0 0 4 4
Penyusunan Laporan Analisis
i Beme Kerja i 4 1 2 g . 2
a | Format Mendagri 1 1 0 0 4 4
b | Format BKN 1 1 0 0 4 4
¢ | Format Menpab 1 1 0 0 4 4
5 | Penyusunan Evaluasi Jabatan il 1 0 0 4 4
108
SKS
1] Paket Materi Penunjang
1 | UU No 5thn 2014 1 1 2 0 0 2
2 | UU No 23 thn 2014 1 1 2 0 0 2
3 | PP 18 thn 2016 il | 2 0 0 2
4 | Permenpanrb no 25 thn 2016 1 1 2 0 0 2
PP Manajemen PNS No 11 thn
B e 1 1 2 0 0 2
10 SKS
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12. Peta Jalan Aplikasi

milestone

2017

» Prosiding E-Aparatur

(https //iww.atlantis-
press.com/proceedings/icas- @ ' \

17/25886491) " ® 2018

» Pembangunan Aplikasi E- Gt - SN :
Aparatur dengan Modul Anjab g ; ’ ggll)ee";g;‘; ggg% 2’(’1?17U/

g ADKK dengan Perangkat Daerah
2019 &— 3 Mitra Kerja Sama

disesuaikan dengan

« Updating Factor ; . g Peraturan Daerah
Evaluation System setempat.

(FES)
®» 2020

* Penambahan Laporan
Kemenpan 5 Penambahan Modul
ISVEIIENNELEE])

[ m | Proses Bisnis Anjab
2021 | ABK menyesuaikan
: \ — . PermenPanRB No.1
» Updating core framework Tahun 2020
berupa output raw material
data untuk Tunjangan Updating core framework
Kinerja dengan data yang menyesuaikan tren
fleksibel untuk digunakan perkembangan teknis
oleh unit kerja terkait webserver terbaru

Otomatisasi Output Hasil
Evaluasi Jabatan +
(Tipologi OPD, ABK, Visi
Misi Daerah, Pencapaian
IKU, Indeks Kemahalan
Darah) menjadi Data
Mentah Tunjangan Kinerja

13. Penutup

-

&
Dem

ikian proposal kerjasama yang dapat kami sampaik
‘ L}

rﬁerﬁberikan gambaranfé.yang komprehensif tentan
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14. Lampiran

FOTO
SUASANA PELATIHAN
MATERI DASAR, MATERI INTI, MATERI PENUNJANG
DAN PENGGUNAAN APLIKASI




